PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG AKAN KEMBALI SALURKAN
DANA HIBAH TAHAP TIGA KE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sumber gambar: https://lampung.tribunnews.com

Pemkot Bandar Lampung akan kembali menyalurkan dana hibah tahap tiga ke
Bawaslu Bandar Lampung.

Penyaluran puluhan miliar dana hibah Pemkot Bandar Lampung itu guna
pelaksanaan Pilkada 2024.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Kesbangpol
Pemkot Bandar Lampung, Rifya saat dikonfirmasi Tribun Lampung.

Rifya mengatakan, Bawaslu Bandar Lampung saat ini tengah melakukan
permohonan pencairan dana hibah tahap tiga ke Pemkot Bandar Lampung.

Sementara, untuk pencairan dana hibah tahap satu dan dua telah tersalurkan.

Untuk dana tahap tiga, Bawaslu Bandar Lampung tengah melakukan permohonan
pencairan.

la merincikan, penyaluran dana hibah tahap satu senilai Rp10 miliar telah
dilakukan pada akhir Desember 2023 lalu.

“Sementara tahap dua senilai Rpl12,5 miliar pada pertengahan Mei 2024,”
tuturnya.

“Artinya total dana hibah tahap satu dan dua Rp 22,5 miliar,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung menghibahkan dana guna
mensukseskan Pilkada Bandar Lampung ke KPU senilai Rp 37 miliar.
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“Dana hibah Pemkot Bandar Lampung ke KPU pada Pilkada 2024 senilai Rp37
miliar,” kata Rifya, Jumat (7/6/3034).

Rifya mengatakan, dana Rp37 miliar itu telah disalurkan 100 persen.

“Untuk penyalurannya dilakukan dua tahap dan telah terealisasi 100 persen,”

jelasnya.

Penyaluran tahap pertama, kata Rifya, pada Desember 2023 lalu senilai Rp14,8

miliar.

“Kemudian tahap dua senilai Rp22,2 miliar pada akhir Mei 2024 lalu,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://lampung.tribunnews.com/2024/06/07/pemkot-bandar-lampung-akan-

kembali-salurkan-dana-hibah-tahap-tiga-ke-bawaslu, 7 Juni 2024;

2. https://kupastuntas.co/2024/06/07/dana-hibah-pilkada-kpu-bandar-lampung-cair-

100-persen-bawaslu-tinggal-rp25-miliar, 7 Juni 2024; dan

3. https://www.penacakrawala.id/pemkot-bandar-lampung-kembali-salurkan-dana-

hibah-tahap-tiga-ke-bawaslu-bandar-lampung/, 8 Juni 2024.

Catatan:

Belanja Hibah/ Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, diatur di dalam beberapa
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 62

1)

2)

Ayat (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf
e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
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3)

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

Ayat (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 102 ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit
terdiri atas:

1)

2)

3)
4)

ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis,
obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan;

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

c. Pasal 108 menyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

ringkasan APBD;

ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;

ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program,
Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, dan Kegiatan;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Piutang Daerah;

daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

10) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
11) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
12) daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
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2.

13) daftar Dana Cadangan;

14) daftar Pinjaman Daerah;

15) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

16) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB 11.C.2.e menjabarkan sebagai
berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD),
dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.
Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja
hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah dapat diberikan kepada:
a) pemerintah pusat;

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari

kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
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(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan
pemerintahan di  bidang Administrasi Kependudukan dapat
memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko
kartu tanda penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik
tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun
anggaran pendapatan dan belanja negara.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1
(satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya;

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom

baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
c) BUMN;

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada

BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia;

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
(@) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
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dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan
dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan
paling sedikit:

(@) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau
sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

(@) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
yang bersangkutan; dan

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f) Partai Politik.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai

politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
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b) Dbersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya
dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) partai politik; dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada
Kepala Daerah.

8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah menjabarkan sebagai berikut.

a. Pasal 2
1) Avyat (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dibebankan pada APBD provinsi.
2) Ayat (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali
kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
3) Ayat (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dapat dibebankandalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah
Daerah dapat membentuk dana cadangan.
b. Pasal 3
1) Ayat (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana
kegiatan Pemilihan.
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2) Ayat (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a) Penganggaran;
b) pelaksanaan dan penatausahaan;
c) pelaporan; dan
d) pertanggungjawaban.
c. Pasal 12

1) Ayat (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas
Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU
Provinsi dan Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada
Bawaslu Provinsi.

2) Avyat (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan
wakil wali kota, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil
bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan
Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil
wali kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

3) Ayat (3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 13

1) Ayat (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur
kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan
ditandatangani oleh:

a) gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
b) gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.

2) Avyat (2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali
kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:

a) bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
b) bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.

3) Ayat (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan
dimulai.

4) Ayat (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
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a) pemberi dan penerima Hibah;

b) tujuan pemberian Hibah;

c) besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
d) hak dan kewajiban; dan

e) tatacara penyaluran Hibah.

5) Ayat (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan
pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

6) Ayat (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format
NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

e. Pasal 14

1) Avyat (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah
Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (4) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.

2) Ayat (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan
sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah
besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah
ditetapkan.

f. Pasal 15

1) Ayat (1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah
kegiatan Pemilihan kepada:

a) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
b) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Ayat (2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 16

1) Ayat (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Avyat (2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan
sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan
NPHD.
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3) Ayat (3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan
ketentuan:

a) tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD
dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
setelah penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3);

b) tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD
dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan
suara; dan

c) tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

4) Ayat (4) Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa
menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah
Daerah.
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